PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 102 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUM ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 32 Tahun 2012 lentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraluran Walikola
Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Caerah
Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan AFBD
Tahun Anggaran 2012 ;
. bahwa herdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palermbang  tentang Penjabaran
Anggaran Pandapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1858 teniang Pembenlukan Daerah

Tingkat |l dan Kolapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun
1859 Nomeor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Momar 1821);

. Undang-Undang Momaor 28 Tahun 1888 tentang Penyelenggaraan Megara

Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kalusi dan Mepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomar 75, Tambahan Lembaran Megara Rl Nomor
3851) ;

. Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (Lembaran MNegara Rl Tahun 2000 Momor 206, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 3852) |

. Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara

{Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Momor 47, Tambahan Lembaran Negara
Rl Momor 4286)

. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tantang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Megara
Bl Nomear 4355)

_Undang-Undang Noror 10 Tahun 2004 lentang Pambentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 MNomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nemor 4383) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Momor 66, Tambahan Lembaran Negara R1 Marmar 4400);

" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara RI Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4437) sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir kali
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang MNemeor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara R Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rl Namar
4844);

 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Parimbangan Keuangan

Antara Pemernintah Pusat dan Pemerintahan Daarah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomar 126, Tambahan Lembaran Negara BRI Noemor 4438) |
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Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2008 Tenlang Pajak Daerah dan
Retrebusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nemer 28, Tambahan
Lembaran Negara RI  Nomor 5048) ;

Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  {Lembaran
Nﬁg;ra RI Tahun 2001 Momor 41, Tambahan |.embaran Negara Rl Momor
4090} ;

Peraluran Pemernntah Momor 24 Tahun 2004 lentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran MNegara
Rl Nomor 441B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Femerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Namar 47,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomar 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Ri Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Megara
Rl Homor 4574

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang Dana Perimbangan
(Lembaran Megara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Megara
Rl Momaor 457 5],

Peraturan Pemerntah Nomor 56 Tahun 2005 lentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lambaran Negara Rl Momor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang ~ Pengelolaan
Keuangan Dagrah {Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Namor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyustnan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Megara Rl Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rl Momor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomer B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinarja Instansi Pemerintan Negara R Tahun 2005 MNomer 140,
Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ~ (Lembaran Megara Rl Tahun 2007
Momor 82, Tambahan L ambaran Negara Rl Nomor 4737);

Beraturan Menteri Dalam Negerl Namor 13 Tahun 2006 tentang Faedoman
Pengelolaan Keuangan Naerah sebagaimana telah diubah dangan Peraluran
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2002 Mompr 5), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang
Momor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007
Nomaor 2);

Bgraturan. Dasrah Kota Palembang Nomaor 1 Tahun 2005 lentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal
Dacrah Kota Palembang (Lembaran Dasrah Kota Palembang Tahun 2005
Nomer 1) sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2005 Nomor T},

Peralutan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kola Palembang {Lembaran Daerah Kota Palembang  Tahun
2008 Nomor E);

Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor B Tahun 2008 lentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Palembang
dan Staf Ahli ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nemor B),
Peraturan Daerah Kota Palembang Momor 32 Tahun 2011 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daearah Tahun Anggaran 2012,



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri
atas .

1. Pendapatan
a, Pendapatan Asli Dasrah ... Rp. 45B.533.807.831,31
b. Dana Perimbangan .. S Rp. 1.171.996 422 779,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Rp. 365.106.497 578 69
Jumilah Pendapatan Rp 1.985.636.728.188,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai......c..ccicce SRR——" Rp 1.088.204 875389 50
2) Balanja Bunga........ccooevvmcmnenemsnnsnnnn RP -

3) Belanja Subskdl........cocvneivnmnniesarinennnRP =
4)Belanja Hibah........c.cccccvvveannevacimnnec AP 42 003 474.800,00
5) Belanja Bantuan Sosial...........cccc....... BP 482.000.000,00
B) Belanja Bagi Hasil......................4..Rp -

7) Belanj Banluan Keuangan ............Hp 1.€00.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga...... ey B, Ep  4,000.000.000 00

Rp 1.146.570.350 189,50

I, Balanja Langsung

1) Belanja Pegawal _.....l..... ... Rp  100.978.143.204,00
2) Belanja Barang dan Jasa............... Rp 405.603.009.245,50
2) Belanja Modal .L0....cooreomngroesre s Bp 356 728.043.550.00
Rp_ 863.309.195.999,50

Jumilah Belanja..... ... Rp 2009 879.546,184,00

Surplusi(Defisit) .......(Rp.  14.242 818.000,00)

3. Pembiayaan

8 PEMEIITEAN . ..0ooisviirereessmisirsssasmes rmamrn s poss Rp 56.742818.000,00
b Pengeluaran ... s Rp  42.500.000000.00

Jumlah Pembiayaan Netta  Rp.  14.242.818.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPAY ©.oocoreciinrmmmirsreeiissassiainssbsarsmssa smsh 1155 Rp N I H 1 L



Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Walikota Falembang ini.

Pasal 3

Fenjabaran APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Il Peraturan Walikota Palembang ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Palembang ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal &
Peraturan ini mulai beraky pada tanggal diundangkan

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan Walikota
Palembang ini dengan penempatannya dalam Berila Dasrah Kata Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA PALEMBANG,




